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BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR ' TAHUN 2021
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

bahwa untuk mendukung program pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan  dan
peredaran gelap narkotika diperlukan peningkatan
peran Pemerintah Daerah dan masyarakat;

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, salah -
satu tugas pemerintah daerah adalah menyusun
Peraturan Daerah mengenai Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan
dan  Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5062);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679};

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234}, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nemeor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011
tentang Wajib lapor Pecandu Narkotika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5211);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017
tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi
Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
923);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2019 tentang  Fasilitasi Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran
Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
195);

10. Peraturan Mentert Kesehatan Nomor 4 Tahun
2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima
Wajib Lapor (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 30).

‘Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
DAN

BUPATI MAROS



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN

PEMBERANTASAN 'PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA.
BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Maros;

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Maros.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

Kepolisian Resort yang selanjutnya disebut Polres adalah Kepolisian
Resort Maros.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan
adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau
bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya
rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat
menimbulkan ketergantungan.

Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap
kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan
Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik dalam rangka perdagangan,
bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan
secara tanpa hak atau melawan hukum.

Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan
kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.
Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan
Narkotika dan Prekursor Narkotika yang meliputi pencegahan dan
penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan
pemangku kepentingan.

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika dan
Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk
menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara terus



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan
secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah korban yang
menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan
zat adiktif lainya dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika
dan Prekursor Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang
ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan
pada penyalahguna/pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika
melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara
terpadu  untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan
Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara
terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu
Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat kembali melaksanakan
fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh
pecandu psikotropika dan pecandu zat adiktif lainnya yang sudah
cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari
pecandu narkotika yang belum cukup umur.

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan
informal pada semua jenjang.

Rumah kos/tempat pemondokan yang selanjutnya disebut
pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk
tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau
beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak
termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan,
dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan
tertentu yang bersifat sosial diseluruh wilayah Kabupaten Maros.
Tempat usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko,
ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang
lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di
seluruh wilayah Kabupaten Maros.

Hotel/penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi
orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh layanan, dan
atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan
lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama,
kecuali untuk pertokoan dan perkantoran diseluruh wilayah
Kabupaten Maros.

Badan usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan
berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya
berada dalam wilayah Kabupaten Maros.

Media massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang
dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa
cetak, media massa elektronik dan media sosial.



BAB 11
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penanggulangan terhadap pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

meliputi :

ERTEDR S0 0 op

keagamaan,
kemanusiaan;
kesehatan;
perlindungan;
keamanan;
keadilan;
pengayoman;
ketertiban;
nilai-nilai ilmiah;
kepastian hukum;
kemitraan; dan
kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

a.

untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
dan prekursor narkotika agar dapat terselenggara secara terencana,
terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;

memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman
penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan

menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat sehingga
dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor
narkotika.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

pencegahan,;
antisipasi dini;
partisipasi masyarakat;
rehabilitasi;
pendanaan;

RO Qoo

monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
ketentuan penutup.



BAB IV

PENCEGAHAN
Bagian Kesatu

Fasilitasi Pencegahan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 5

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika dan prekursor narkotika oleh Pemerintah Daerah

dilaksanakan melalui kegiatan :

oo 0 oP

. seminar;
. lokakarya;
. workshop;
. kegiatan keagamaan,
. penyuluhan;
pagelaran, festival seni dan budaya;
. outbond seperti jamboree dan perkemahan;
perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat dan cipta lagu;

h. pemberdayaan masyarakat;

i. pelatihan masyarakat;

j. karya tulis ilmiah; dan

k. sosialisasi, desiminasi, asistensi, dan bimbingan teknis.

Pasal 6

Kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Badan berkoordinasi dengan
Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

Kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, ditujukan kepada :

oo

o oe

keluarga;

lingkungan masyarakat;

satuan pendidikan;

organisasi masyarakat (ormas)/desa;

instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan
DPRD;

badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan;
pemondokan dan/atau asrama; dan

media massa di daerah
Pasal 8

Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika, bupati dan camat menyusun rencana aksi daerah yang
dilaksanakan setiap tahun.



(2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat
Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

(3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

untuk meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor narkotika dibentuk tim terpadu pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan
prekursor di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

Pasal 10

(1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika di daerah terdiri atas:

a. ketua : Bupati;
b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah;
c. wakil ketua 2 : kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
d. sekretaris/ketua : kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
e. anggota : 1. unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan ;
2. unsur Kepolisian di daerah ;
3. unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah.

(2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:

a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika di daerah;

b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi
pelaksanaan  Fasilitasi Pencegahan dan  Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika di daerah; dan

c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika di daerah.

(3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 11

(1) Susunan keanggotaan tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika di kecamatan terdiri atas:

a. ketua : Camat;
b. wakil ketua/ : Sekretaris Camat; dan pelaksana harian
c. anggota : 1. kepala unit pelaksana teknis dinas

2. kepala Desa/Lurah



(2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat
Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

(3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor narkotika dibentuk tim terpadu pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan
prekursor di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

Pasal 10

(1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika di daerah terdiri atas:

a. ketua : Bupati;

b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah;

c. wakil ketua 2 : kepala Badan/Lembaga yang mengurusi narkotika

kabupaten/kota; .

d. sekretaris/ketua : kepala Badan; dan

e. anggota : 1. unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan ;
2. unsur Kepolisian di daerah ;
3. unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah.

(2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:

a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika di daerah,;

b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi
pelaksanaan fasilitasi  pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika di daerah; dan

c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika di daerah.

(3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 11

(1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika di kecamatan terdiri atas:

a. ketua : Camat;
b. wakil ketua/ : Sekretaris Camat; dan pelaksana harian
c. anggota : 1. kepala unit pelaksana teknis dinas

2. kepala Desa/Lurah



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

3. unsur Kepolisian di kecamatan
4. unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan.

Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), betugas:

a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika di kecamatan,;

b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi
pelaksanaan fasilitasi  pencegahan dan  pemberantasan
penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika di kecamatan; dan

c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika di kecamatan.

Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Kedua
Sasaran Pencegahan

Pasal 12

Pemerintah Daerah menetapkan Sasaran pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan

prekursor narkotika meliputi :

. keluarga;

lingkungan masyarakat;

satuan pendidikan;

organisasi masyarakat (ormas)/desa;

instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan

DPRD;

f. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat
hiburan;

g. pemondokan dan/atau asrama;

h. media massa di daerah; dan

i. tempat ibadah.

®opooTp

Ketentuan lebih lanjut mengenai sasaran pencegahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BABYV
ANTISIPASI DINI

Pasal 13

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalukan antisipasi dini
dalam bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang
berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika.



2)

(1)

(2)

(2)
(3)

Antisipasi dini sebagaimana dimaksud meliputi upaya :

a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan
Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca
di lingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha,
hotel/penginapan, tempat hiburan dan fasilitas umum lainnya;

b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi
mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor
Narkotika,;

c. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya
penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di
lingkungan keluarga dan satuan pendidikan; dan

d. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia, pusat
informasi dan edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan
Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 14

Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya

penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan  Prekursor

Narkotika.

Hak dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya
dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan
memberikan informasi pidana Narkotika dan Prekursor

Narkotika;

c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab
kepada penegak hukum;

d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan
kepada penegak hukum,;

e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan
melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses
peradilan; dan

f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui
adanya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB VII
REHABILITASI

Pasal 15

Rehabilitasi merupakan penanganan terhadap pecandu narkotika dan
Prekursor Narkotika;

Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib menjalani
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur
wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit,



dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang
ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau
perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(4) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri
atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan
masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk
mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi
medis dan rehabilitasi sosial.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 16

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari :

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

(2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan
peraturan perundang undangan.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap
pelaksanaan rencana aksi daerah di kabupaten.

(2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap
pelaksanaan rencana aksi daerah di kecamatan dan
Desa/Kelurahan.

Pasal 18

(1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika lingkup daerah kepada gubernur.

(2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika di kecamatan kepada bupati melalui badan
kesatuan bangsa dan politik.

(3) Kepala desa/lurah  melaporkan penyelenggaraan  fasilitasi
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa/ Kelurahan kepada
bupati melalui camat.

Pasal 19

(1) Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 dan Pasal 18, menjadi bahan masukan dalam
penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan
evaluasi dalam penyusunan kebijakan.



(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilakukan secara
berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor
09 Tahun 2001 tentang Larangan Pengedaran, Memproduksi,
Mengkonsumsi, Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat
Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
P Tanggal 22 Januari 2021

TI MAROS,

M. HA RAHMAN

Diundangkan Di Maros
pada tanggal 22 Jaouari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAROS,

. DAVIED SYAMSUDD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.01.006.21



